
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PEN」 ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELAN」A DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :     〔〕L.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 50 Tahun 2A2O sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 13 Tahun 2A2l telah ditetapkan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2O2l;

bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf a
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Ta}irun 2O2A tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa

belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan

pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan

daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

b.
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bahwa berdasarkan Bab H hurlLf D angka 4 hurtlf k

Lampiran  Peraturan  Ⅳlenteri  Dalallll  Negeri  Republik

lndonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedOman Teknis

Penge101aan Keuangan Daerah,yang inenyatakan bahwa tata

cara penggunaan belatta tidak terduga ■lntuk lnendanai

keperitlan lnendesak dilakukan rllelalui pergeseran anggaran

dari belatta tidak terdtlga kepada belatta SKPD/Unit SKPD

yang rnembidal■ gi;

bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka l huruf  h

Lampiran  Peraturan  NIenteri  Dalam  Negeri  RepLlblik

lndonesia Nomor 77 Tahul1 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, rrlenyatakan bahttra pada

kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan

perLLbahan APBD dapat dilakukan sebelunl perubahan APBD

melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan

kepatta p量租pinan DPRD.Kondisi tertentu tersebut dapat

berupa  kondisi  mendcSak  atau  perubahan  pF10ritas

pernbangunarl baik di tingkat nasional atau daerahi

bah、va berdasarkan Pasa1 9A Peraturan NIenteFi Keuangan

Nomor 94/PⅣ[K・ 07/2021 tentang Perubahan atas Pel・aturan

Menteri  Keuangan  Nomor  17/PNIK.07/2021  tentat■g

Pengelolaan Trans金)r ke Daerah dan Dana Desa Tahun

Anggaran 2021 Dalam Rangka WIendukung Penanganan

Pal■del■i CοЮ ttα  ИttS Disθ αs0 2019 (CO」恥 -19) dan

Dampakllya;

bahwa berdasarkan Diktum Ket■ lJuh huruf j angka 3

1nstruksi卜{enteri DalaIII Negeri Republik lndonesia Nomor 28

Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatal■

ⅣIasyarakat Leve1 4 Coro72α  l花翻s pJscαsθ 2019 di nrilavah

Sumatera, Kalimantall, Sulawesl, Nusa Tenggara, 卜lalllku

dan Papua, Inenyatakan bah、 va trθα17■θnt perlu dilakukan

dengalll korl■ prehensif sesuai dengan berat gdala.Hanya

lllaSien bergttala sedang,berat,dan kritis yang periu dira、、rat

di rumah sakit.Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk

mencegah penularan;

d.

e.

f.



g.

―  () ~

bahWa bCrdasarkall usulan dari beberapa Perangkat DaCrah

di lingkungall Pernerintah PrOVillsi Stlrnatera U樫
辻ra llntuk

melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar

prOgrain,antar kegiatan,antar sub kegiatan,antar kelompOk

belatta, antar jeniS belatta, antar Obyek belatta, antar

rincial1 0bVek belal■ Ja, uraian rinCian obyek bclatta dalaFrl

pada Peranglcat Dacrah dijenis belatta yang Sama,

lil■gkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan

Gubernur sebagailnana dill■ akSud dalam huruf a, pcrlu

diubah;

bahRva berdasarkan pertirnbangan Sebagailnal■ a dilnaksud

dalalll huruf a,hLlruf b,huruf C,huruf d,huruf e,huruf f

dan htlruf g,perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentalllg

Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Stlmatera

Utara NOrnor 50 Tahtln 2020 tentang Pettabaran Anggaran

Pendapatan ctan Belatta Daerah Provinsi Surnatera Utara

Tahun Anggaran 0021;

Pasal 18 可 at(6)Undang―Undang Dasar Negara Republik

lr.donesia Tahun 1945;

Undang-1」 ndang  Nomor  24  Tahun   1956  tentang

Pembentukan Daerah Otonorlt Proplnsi Atteh dan Perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara(Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun  1956  Nomor 64,

Tattbahan Lembaran Negara Republik lndonesia  Nomor

l103)i

U7■ttang―Undang Nomor 17 Tahtln 2003 tentang Keuangan

Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahtl■  2003

Nornor 47,Tamballan Lernbaran Negara Republik lncionesia

Nol■or 4286);

Undang― Undang  Nornor   l   Tahun   2004   tentattg

Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tar13bahan Lcnlbaran

Negara Republik ll■ donesia Nomor 4355);

h.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.
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undang―Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perl■
erikSaan

Penge101aan  dan  Tangguntta、
Vab  Keuangan  Negara

(lβmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 NOmor

66,Tambahan Lerl■ baran Negara Republik lndOrlesia NOrl10r

4400);

Undarlg… Undang Nomor 25 Tahun 2004 tental■
g Siste=塗

Nasional (Lembaran NegaraPerenCanaan Pembangtinan

Republik lndOnesia Tahun 2004 Nol■
Or 104, Tambahal■

I′ettbaran Negara Republik lndonesia Nonlor 442 1};

Undang― Undang  NomoF  33  Tahun  2004  tentang

Perinlbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Dacrah(bmbaFan Negara Republik lndonesia

Talltln 2004 Nornor 128, Tambahan hmbaran Negara

Republik lndonesia Nornor 4438);

Undang― Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Reptlblik lndonesia

Tahun 2014 Nonlor 244, Tambahal■  Lernbaran Negara

Republik lrldonesia Nomor 5587)sebagainlana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang― Undang Nomor 9

TahLll■ 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang… Undang

NOmor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daeral・ I

(Lembarall Negara Republik lndonesia Tahun 2015 NoFnOr

58,Tambahall除 〕inbaran Negara Republik lndonesia Nomor

5679);

9, Peraturan Pclnerintah Non■or 55 Tahun 2005 tentang.「 pana

Pcril換bangan (Lembaran Negara Reptlblik lndonesia Tahtin

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 4575};

10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

informasi Keuangan Daerah (1£ rlllbaI・an Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4576)sebagairnana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistern lnforrnasi Ketlangan Daerah

(LCIllbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Tahun 2010 NoIIlor

6.

7。

8.
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110,Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor

5155);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tental■
g

Kinetta lnstansi Pel■ erintah
Pelaporan Keuangan dan

(l£mbaran NegaFa Republik lndOnesia Tahun 2006 Nomor

25,Tambahar・ Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4614);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tenね
ng

Pembinaan dan Penga、 vasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lerlobaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017

NOmor 73,Tambahan Leinbaran Negara Republik lndOnesia

Nomor 6041);

Perattlran Perrlerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Adrninistratif Pirnpinan dan Alnggota Dewan

Pettvakilan Rattat Dacrah (Lcmbaran Negara Republik

li■donesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lc・ ttη baran

Negara Republik lndonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksallaan TLlgas danヽ Ve、venang(〕 uberntlr Sebagai lttrakil

Pernerintah Pusat (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6224);

15.Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahtln 2019 Nolrlor 42, Tarl■ bahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

16.Peraturan Ⅳlenteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor

64 Tahun 2020 tentang Pedornan Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belall」 a Daerah Tahun Anggaran 2021;

17.Peraturan Menteri Dalarn Negeri ReptlЪlik lndonesia Nomor

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah;

14.
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18,Peraturan  Ⅳlenteri  Keuarlgan  Nomor  17/P3/1K.07/2021

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana DeSa
Dalam  Rangka  h/1endukul■

g
Tahun  Anggaran  2021

Penanganan Pandelni COЮ れαИんιs DiSθαSe 2019(σο Dゞ19)

dan Dampaknya sebagailnana diubah dengan Peraturan

NIenteri  Keuangan  Nomor  94/PMK.07/2021  tentang

Pcrubahan  atas  Peraturan  h/1enteri  Keuangan  NOmor

17/P_「VIK・ 07/2021 tentang Pengelolaan Transir ke Daeral■

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalanl Rangka

卜lendukung Penanganal■ Pande■li CοЮ nα ν
41′霊s IISθαse 12019

(σOVⅡ〕-19)dan Darnpaknya;

19.Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2016  tentang

Petnbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara(Lerllbal・ an Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tah■ln 2016 Nomor 6,Tambahanレ 〕rllbaran Daerah Provinsi

Suinatera Utara Nomor 32);

20.Perattlral■ Dacrah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belatta Daerah Provinsi S■ lmatera Utara

Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2020 No]咀 or 4);

21,Peraturan C.ubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Badan Daerah dan lnspektorat Daerah Provinsi

Surnatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2016 Nornor 40}sebagaimana telah di■lbah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nornor 15 Taliull

2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur

Sutnatera Utara Nomor 39 Tahtln 2016 tental■ g Susunan

Organisasi 13adan Daerah dan lnspektorat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Surrlatera Utara

Tahun 2020 Norrlor 15);

22.Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020 tentang

Pettabaran Anggaran Pendapatan dan Belall」 a Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nornor 51);
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卜lE卜lUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT

ATAS PERATURAN GUBERNUR SUヽ lATERA UTARA NOMOR 50

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELAN」 A DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

ANGGARAN 2021.

Pasal l

Bebcrapa keter.tuan dalam Peraturan GubernLIF Surrlatera Utara

Norllor 50 Tahun 2020 tentang Pcttabaran Anggaran Pel■
dapatan

dan Belatta Daerai■  Provinsi Sllmatera Utara Tahun Anggaran

2021(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun倉 090 NOmOr

51),  yang telah  beberapa kali dillbah dengan  Pcraturan

Gubernur:

a、  No撻Or 6 Tahun 2021(Berita Daerah Provinsi Sumatcra Utara

Tah■lr1 2021 Nomor 6);

b.Nottor ll Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Surllatera

Utara Tahun 2021 Nornor ll);

c. Nor.or i3 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sull■ atera

Utara Tah■ ln 2021 Nolnor 13);

diubah sebagai berikut i

l.Ketentuan Pasa1 10等 at(1),可at(2),響at(3),響at(4)dan ttat

(5)diubah sehingga berbunyi sebagai beriktlt i

Pasa1 10

(1)BelaltJa operasi sebagairltana dirnaksud dalam Pasa1 9

huruf a direnCanakan sebesar Rp.9.952.155.349.876,00,

yang terdiri atasi

a. belatta pega、vall

b.belatta barang dan jasal

c.belatta hibah;

d,belatta bantuan 5osial.

(2)Belaltta pegawai sebagairnar■ a dilnaksud pada ttat(1)

h■lrtlf a direncanakan sebesar Rp.3.630.987.257.019,OO.
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Bclatta barang dan jasa sebagailnana dirnaksud pada ayat
direnCanakan      Sebesar

(1)    huruf     b
Rp.3.011.185.325,937,00.

Bclatta hibah SCbagairnana dirnaksLld pada ttat(1)huruf

c direncanakal■ sebesar Rp.3.286.321.291,940,00,

Belatta banttlan SOSial sebagairnana dilnakstld pada ayat

(1)huruf d direncanakan SebeSar Rp.23.661.474.980,00.

2.Ketentuan PaSa1 11 可 at(1)dan ttat(3)diubah Sehingga

berbunyi sebagai beriktlt:

Pasa1 11

(1)Allggaran belatta pega、 vai sebagailnana dil■ laksud dalam

Pasa1  10 等 at   (1) htlruf a direncanakan sebesar

Rp.3.630.987.257.019,00,yang terdiri atas i

a.belatta   gtti   dan   tun」 angan   ASN   sebesar

Rl).1.900.173.979.736,00;

(3)

(4)

(5)

b.lDelatta  tambahan   penghasilan

Rp.756.107.239.104,00;

c. talnbahan penghasilan berdasarkan pertimbangan

Ottektifiainnya ASN sebesar Rp.815.206.921.732,00;

d.belatta  g劉l  dan  tun」 angan  DPRD  sebesar

Rp.123.747.510.610,00;

e.belaltta gtti dan tuttangan KDH/η「KDII sebesar

Rp.2.112.057.837,00;

f. belatta pel■erirnaan lainnya pirrlpinan DPRD serta

KDH/1VKDH sebesar Rp.8.908.306.000,00;

(2)Anggaran lDelatta g鋤 i dan tuttal■ gan ASN sebagaimana

dinlaksud pada ttat(1)hurtlf a direncanakan sebesar

Rp、 1,900.173.979,736,00,yang terdiri atas:

a. belanja g勾 1 pokok ASN sebesar

Rp.1.408.095.014.641,00;

b. belaltta   tuttat― tgan   keluarga   ASN   sebesar

Rp.134.466.000.791,00;

c, beiatta   tullfL」 angan   jabatan   ASN   sebesar

Rp.17.135.287.657,00;

d. belatta   tuttangan   f■lngsional  ASN   scbcsar

Rp.93.798.790.000,00;

ASN sebesar
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e.belatta t■ lttangan ftlngsional umunl ASN Sebesar

Rp.22.396.606.978,00;

f. belatta    tun」 angan    beras    ASN    Sebesar

Rp.75,693.178.998,00;

g. belatta  tuttangan  PPh/tuttangan  khustlS  ASN

sebesar Rp.10,905.313.982,00;
gtti   ASN   Sebesarh.belatta   pembulatan

lRp.22.352.539,00;

i. belatta ttlran jarllillan kesehatan ASN  SebeSar

Rp.126.056.685.068,00;

J. bClal■ Ja luran」 arlninan keCelakaan kettia ASN Sebesar

Rp.2.902.396.992,00;

k`  belallja  turan  jalrlinan  kematian  ASN  sebesar

Rp.8.702.352.090,00:darl

l. Belatta Jamiltan Hari Tua ASN sebesar Rp.0,00:

(3)AnggaFan   belatta   talnbahan   penghasilan   ASN

sebagailnana  dimakSud  pada  ttat (1)   huruf  b

direncanakan  sebesar  Rp.756.107.239.]04,00,  yang

terdiri atas i

a.ta3-nbahan penghasilan berdasarkan beban ketta ASN

sebcsar Rp.730.879,923.104,00;

b.tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

ASN sebesar Rp.25.227.316.000,00;

(4)Anggaran    tarnbahan    penghasilan    berdasarkan

pertilllbangan ottektif lainnya ASN sebagailnana dilnaksud

pacla  ttat  (1}    huruf  C  direncanakan  sebesar

Rp.315.206.921.732,00,yang terdiri atas:

a.belatta lnSentif bagi ASN atas pemungLLtan pttak

daerah sebesar Rp.119.589.920.732,00;

b.belatta bagi ASN atas insentif perrllingutan retrib■ lsi

daerah sebesaF Rp.0,00;

c.belatta Tuttangan Profesi Guru(TPG)PNSD Sebesar

Rp.627.207.840.000,00;

d.Belatta Turl_langan Khusus Gtiru(TKGぅ PNSD Sebesar

Rp.19.940.535.000,00;
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e. belatta TarIIbahan Penghasilan (Tamsil)GLLr■
l PNSD

sebesar Rp.3.090.000.000,00;

f. belanla HOnorarium sebesar Rp.45,342.026.000,00;

(5)Anggaran belatta gtti dan tula」
angan DPRD sebagaimalla

dilnakSud pada ttat(1} htlrLlf d direncanakan Sebesar

Rp.123.747.510.610,00,yang terdiri atas i

a. belatta   tlang   representasi   DPRD   Sebesar

Rp.3.222.939,000,00;

keluarga  DPRD  Sebesarb. belanja   tuttangan

Rp.368.501.000,00:

beras   DPRD   Sebesarc.belatta  tuttangan

Rp.281.185.000,00:

d. belatta■ lang paket DPRD sebesar Rp.396.113.000,00;

e.bela]毎 a  tu可angan  jabatarl  DPRD  sebesar

Rp.4.640,215.000,00:

f. belatta tuttangan alat kelengkapan DPRD sebesar

Rp.671.243.000,00;

8.belatta t■lttangan alat kelengkapan lainnya DPRD

sebesar Rp,95.306.000,00;

h.belatta tuttangan kolnunikasi intensif PilTlpinan dan

Anggota DPRD sebesar Rp.95.200.000.000,00;

i. belatta    ttlrl」angan    reses    DPRD    sebesar

Rp.6.300.000.000,00;

j. belatta pel■■bebanall  PPh kepada Pirlapinan  dan

Anggota DPRD sebesar Rp.158.615.000,00;

k.belal■」a  ttlllJangan  kesttahteraan  Pil■■pinan  dan

Anggota DPRD sebesar Rp.53,929,185,000,00;

l. belall_la  tul可 angan  transportasi  DPRD  sebesar

Rp.28.356.083.610,00;

整,belall」a  uang jasa  pengabdian  DPRD  sebesar

Rp.128.125.000,00;

(6)Anggaran belatta gtti dan tuttangan KDH/碗声KDH

sebagairnana diinaksud pada ttat(1)huruf e direncanakarL

sebesar Rp.2.112.057.837,00,yang tcrdiri atas:

a.belal彎 a   gtti   pokOk   KDH/WKDH   sebesar

RP,77,112,000,00:
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b.belatta t■ lttangan keluarga KDH/1WKDH SeЪ esar

Rp.9.939.000,00:

c.belatta tuttangal■  jabatan KDH/恥 戸KDH sebesar

Rp.138.802.000,00:

beras KDH/WKDH Sebesard.belatta tuttangan

Rp.7.275.000,00;

e.belatta    tuttangan    PPh/Tul■ 」angan    Kl■ usus

KDH/恥「KDH sebesar Rp.10.588.000,00;

f.belatta  pel■ bulatan  gtti  KDH/｀ 西KDH  sebesar

Rp.9.891,00:

g.belatta iuran jarninan kesChatan bagi KDH/urKDIII

sebesar Rp.128.425.000,00;

h.belatta iuran ja]minan kecelakaan ketta KDH/｀訂KDH

sebesar Rp.159.000,00:dan

i.belatta iuran jalmil■ an kelnatian KDH/WKDH sebesar

Rp.476.000,00;

j.bela]可 a insentif bagi KDHだ WKDH atas pel場 ungutarl

pttak daerah sebesar Rp.1.739.271.946,00;

(7)Anggaran Belatta Penerimaan Lainnya Pirllpinan DPRD

serta KDH/η「KDH sebagaimana dilnaksud pada avat(1)

hur■lf f direncanakan sebesar Rp.8.908.306.000,00,yang

terdiri atas i

a.belal■Ja dana operasional Pilnpinan DPRD sebesar

Rp.676.800,000,00i dan

b.bela,輔 a dana operasional  KDH/恥 FKDH  sebesar

Rp.8.231.506.000,00;

3.Ketentuan Pasal 12 avat(1),ayat(2),ayat(3),avat(4)dan ayat

(5)diubah schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa1 12

(1)Anggaran belall」 a barang dan jasa sebagailnana dilnaksud

dalaln Pasa1 10 等 at(1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.3,O11.185.325,937,00,yang terdiri atas i

a.belalη a barang sebesar Rp.478.815.132.246,00;

b. belallja jasa sebesar Rp.1.183.102.698.049,00:

c, bclatta pcII■ clillaraan scbcsar Rp.297.508.261.490,OO:
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d. belanja perjalanan dinas sebesar

Rp.384.384.100.292,00;

e.belatta uang dan/atau jasa unttlk diberikan kepada
lain/masyarakat   Sebesarptthak   ketiga/pihak

Rp.172.690.842.500,00:

f.Belatta  Barε ttg  dan  」aSa  BOS  SebeSar

Rp.456.815.533.360,00;dan

g.belatta   barang   dan  jaSa   BLUD   Sebesar

Rp.37.868.758.000,OO;

(2)Al■ ggaran belatta barang Sebagairlllal■ a dilnakStld pada

direncanakan    SebeS鐵ayat   (1)   lluruf    a

Rp.478.815.132.246,00,yang terdiri atas I

a.belatta    barang    pakai    habis    $ebesar

Rp.478.815,132.246,00:dan

b.belan」 a barang tak habis pakai sebesar Rp.0,OiDi

(31 Anggaran belatta jaSa scbagairnana dirnaksud pada avat

(1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.1.183.102.698.049,00,yang terdiri atas:

a. belattajasa kantor sebesar Rp.728.190.400.449,00;

b. belξ壼琴a    iuran    jattlinan/aSura_nsi    sebesa■
‐

Rp.219.976.327.245,00;

c. belanja settra tandh sebesar Rp.4.043.600,000,00;

d. bel〔這彎a   seWa   peralatan   dan   mesin   sebesar

Rp.45.511.599.649,00;

e, belatta  selⅣa  gedLlng  dan  bangunalt  sebes額

Rp.38.260。 253,800,00;

i  belatta   seゝra   aset   tetap   lξunnya   sebes鍍

Rp.471.550.000,00;

g. bela■■」a  jasa  konsultansi   konstruk゛ i   sebes鍼

Rp.93.855,028.732,00;

h. belanJa JaSa kOnsultansi non konstrtLksi sebes鎖

Rp。 7.238.950.000,00;

i.belanJa 」asa KetersediaaFl レva■ o腱  (Aυ顔影みi鶴

Fttyttθn4 sebesar Rp.21.450.000,00;

j` beltta   BeaSiSura   Pendidikan   PNS   sebes館

Rp。 1lo,ooo4000,00;dan
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k.belaltta ktlrsus/pelatihan,sosialisasi,birnbingan teknis

serta   pendidikan    dan   pelatihan    sebesar

Rp.39.198.229.000,00;

1. Belaltta 」asa inSentif bagi pegalvai non ASN atas

pemungutan      pttak      daerah      sebesar

Rp.13.225.309.174,00.

(4)Anggaran belatta pemeliharaan sebagaiinana dirnaksud

pada  ttat  (1)  huruf  C  direncanakan  sebesar

Rp.297.508.261.490,00,yang terdiri atas:

a.belala」 a pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar

Rp.32.722.994.344,00;

b.belaltta pemeliharaan gedung dan bangunan sebcsar

Rp.217,389,362.196;

c.belatta pemeliharaan jalan, jaringan, dan lrigasi

sebesar Rp.46.876.217.500,00;dan

d. belaχtta pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar

Rp.519.687.450,00;

(5)Anggaran belatta pettalanan dinas sebagairnana diFnaksud

pada  ayat  (1)  huruf  d  direncanakan  sebesar

Rp,384,384.100.292,00,yang terdiri atas i

a.belatta  pettalanan  dinas  dalam  negeri  sebesar

Rp.374.676.424.192,00;

b.belanJa  pettalallan  dinas  luar  negeFi  Sebesar

Rp.9.707.676.100,00;

(6)Anggaran Belania tlang dan/atau jasa untuk diberikan

kepada pihak ketiga/pihak lain/rnaSyarakat sebagailnana

dill■aksud pada a_l at(1)huruf e direncanakan sebesar

Rp.172.690,842.500,00,yang terdiri atas i

a.belal■Ja  uang  yang  diberikan  kepada  pihak

ketiga/pihak       lain/masyarakat       sebesar

Rp.172.666.655,000,00;

b` belal■」a jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak

lain/masyarakat sebeSar Rp.24.187.500,00;

(7)Anggaran belan」 a barang dan jasa BLUD sebagailFlana

dirnaksud pada ttat(1)huruf g direncanakan sebesar

Rp.37,868.758.000,00, tcrdiri  atas bclatta barang dan

』asa BLUI)sebesar Rp.37.868.758.000,00
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(8i Anggaran belanja Lrarang dan jasa BOS sebagaimana

dimaksud pada ay'at (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp.456.815.533.360,00, terdiri atas belanja barang rlan

jasa BOS sebesar Rp.456.8 1 5.533.350,00;

4,Ketentuan Pasal 15 響 at(1)dan ttat(3)diubah Sehingga

berbunyi sebagai berikuti

Pasal 15

Belatta rr10dal sebagailnana dilnaksud dalam Pasa1 9

h■lruf b direncanakan sebesar Rp.1.418.802.871.229,00,

yang teFdiri atas:

a`belatta rnOdal tanah;

b.belatta rnodal peralatan dan rnesin;

c.belatta rnOdal gedung dan bangunani

d.belatta l■10daljalan,jaringan,dan irigasi;

e, belal■」a rnodal aset tetap lainnya.

Belal■」a lnOdal tanah sebagairnana dirnaksud pada ttat(1)

huruf a direncanakan sebesar Rp.33.926.336.337,00.

Belatta  modal  peralatan  dan  mesin  sebagailnana

diinaksud pada ttat(1)huruf b direncanakan sebesar

Rp.308.754.810,762,00.

BelanJa  rltOdal  gedllng  dan  bangunan  sebagairnana

dilnaksud pada ttat(1)huruf c direncanakan sebesar

Rp.367.174.319.294,00.

Belan」 a lllllodal jalan, jaringan, dan irigasi sebagailnana

dilnaksud pada avat(1)htlruf d direncanakan sebesar

Rp.607.527.292.152,00.

Belatta lnodal aset tetap lainnya scbagaiinana dimakstld

pada  ayat  (1)  huruf  d  direncanakan  sebesar

Rp.101.420.112.684,00.

5.Ketentuan Pasa1 16響at(2)diubah Sehingga berbunyi sebagai

beriit―ut:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Pasal 16

(1)Anggaran belal■ 」a rll10dal tanah scbagairlllana dilnaksud

dalal‐n Pasa1 15 響 at(1)huruf a direncanakan sebesar

Rp.33.926.336.337,00, yang terdiri atas BelattJa ll■ 10dal

tanah;

(2)Anggaran BelanJa rnOdal peralatan dan inesin sebagailnana

diniaksud dalarn Pasal 15 等 at(1)huruf Ъ direncanakan

sebesar Rp.308.754.810.762,00,yang terdiri atas:

a. belatta     mOdal     alat     besar     sebesar

Rp.15.761.057.378,00;

b.belal■」a    modal    alat    angkutan    sebesar

Rp.14.524.904.500,00;

c.belatta rl10dal alat bengkel dan alat ukur sebesar

Rp.381.534.025,00;

d. belatta    modal    alat    pertanian    sebesar

Rp.2.732.356.971,00;

e, lDelatta rnodal alat kantor dan rumah tangga sebesar

Rp.36.245,375.262,00;

f.  belatta modal alat studio,kolnunikasi,dan perltancar

sebesar Rp.15.085.417.760,00;

g. belatta mOdal alat kedokteran dan kesehatan sebesar

Rp.34.707.620.055,00;

ll.belatta   lnOcial   alat   laboratorium   sebesar

Rp.86.41_7.943.766,00,

i.  belatta       rl■ Odal       komputer       sebesar

Rp.15.541.951.939,00;

J.  belall」 a    modal    alat    eksplorasi    sebesar

Rp.400.000.000,00;

k.belaln」 a  modal  alat  produksi,  pengolahan,  dan

pemurnian sebesar Rp.566.815.540,00;

1. belatta  modal  alat  bantu  eksplorasi  sebesar

Rp.300.000.000,00;

ln.belatta  modal  alat  keselamatan  ketta  Sebesar

Rp.2.574.901.830,00;

n.belanJa modal peralatan  proses/prOduksi  sebesar

Rp。 120,0001000,00;
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o.bclal■Ja     modal     rallnbu一 rarlllbu     sebesar

Rp.12.343.700.000,00;

p. belatta   llr10dal   peralatan   olahraga   sebesar

Rp.5.206.892.250,00:

q.Belatta 
～
lodal Peralatan dan h/1esin BOS sebcsar

Rp.65.844.339.486,00;

(3)Anggaran  belal■Ja  modal  gedung  dan  bangunal■

sebagaiinana diinaksud dalarl■ Pasal 15響at(1) huruf C

direncanakan  sebesar  Rp.367.174.319.294,00,  yang

terdiri atas:

a. belatta   mOdal   bangunan   gedung   sebesar

Rp.362.577.266.294,00;

b. belan」a  rYlodal  tugu  titik  kontrolノ pasti  sebesar

Rp.4.597,053.000,00;

(4)Anggaran belatta mOdal jalan, jaringan, dan irigasi

sebagailnana dilnaksud dalam Pasal 15等 at(1} hurtlf d

flirencanakan  sebesar  Rp.607.527.292.152,00,  yang

terdiri atas:

a.belatta  mOdal  jalan  dan  jembatan  sebesar

Rp.447,755.338.973,00;

b,belan」 a    mOdal    bangunan    air    Sebesar

Rp.157.304.953.179,00;

c.belatta I■Odal instalasi sebesar Rp.1.910.000.000,00)

d. belatta rnOdaljaringan sebesar Rp.557.000,000,00;

(5)Anggaran inodal aset tetap lainnya sebagailnana dirnaksud

dalaln Pasa1 15 響 at(1) huruf e direncanakan sebesar

Rp.101.420.112,684,00, yang terdiri atasi

a.belatta   mOdal   bahan   perpustakaan   sebesar

Rp.4.600.891.030,00;

b. belal13a lnodal he、 van sebesar Rp.2.525.000.000,001

c. belatta rnOdal tanaman sebesar Rp.1.608.750.000,00;

d.belatta  F10dal  aset  tidak  beぃ、rttud  sebCSar

Rp.5.166.289,000,00;

e.belatta  modal  aset tetap  lainnya BOS  sebesar

Rp.87.519.182.654,00;
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan GuLrernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditctapkan di Ⅳledan
pada tangga1 5 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADl

Ditlndangkan di Medan

pada tangga1 5 Agustus 2021

町.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

ttd

H.AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KEP

APRI IREGAR
Pembina U Muda (lV/c)
NIP.19690421 1990032003


